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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian beberapa bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian hukum 

ini dikemukakan analisis asas kepastian hukum terhadap pengaturan sertifikasi 

halal produk pangan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya UU JPH yang mengatur kewajiban sertifikasi halal produk pangan 

yang beredar di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian 

hukum kepada para konsumen terutama konsumen Muslim dalam  

mengkonsumsi produk pangan yang beredar di pasaran jika diukur dari 

lima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, karena pada syarat 

kelima belum dapat dibuktikan sehubungan dengan baru sah 

diberlakukannya UU JPH ini pada tahun 2019. Namun peraturan 

perundang-undangan yang ada telah menentukan bagaimana proses 

mendapatkan sertifikat halal, hak dan kewajiban pelaku usaha 

mendaftarkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikat halal, 

pengawasan jalannya pemberlakuan sertifikat halal, peran serta 

masyarakat dalam sosialisasi dan pengawasan produk yang beredar dan 

sanksi bagi para produsen yang melanggar. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

adalah peraturan yang menentukan apa yang menurut hukum 
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diperbolehkan dan dilarang dalam proses sertifikasi halal produk pangan 

yang beredar di Indonesia. UU JPH memberikan kepastian hukum bahwa 

pemerintah sudah membuat pengaturan yang wajib ditaati oleh para pelaku 

usaha dan juga keuntungan yang akan didapat oleh para konsumen, 

khususnya konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk pangan yang 

sudah bersertifikat halal. 

2. Para pelaku UKM sebagai pelaku usaha tetap diwajibkan memiliki 

sertifikat halal terhadap produk pangan yang diproduksinya walaupun 

pada praktek di lapangan para pelaku UKM ini masih memiliki kesulitan, 

diantaranya adalah belum mengetahui dan paham mengenai pengaturan 

dalam UU JPH tersebut yang berdampak pada diabaikannya kewajiban 

sertifikasi halal pada produk pangannya. Hal ini menyebabkan penerapan 

asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal produk pangan 

para pelaku UKM sulit untuk dicapai. 

 

5.2 Saran 

Pemerintah diharapkan lebih gencar lagi untuk menyosialisasikan secara merata 

dan masif untuk memastikan masyarakat benar-benar tahu tentang konsekuensi 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal dan juga perlu dibuat mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas 

terkait pelanggaran para pihak. 

Pihak penyelenggara Jaminan Produk Halal perlu berkoordinasi dengan semua 

pihak terkait, diantaranya adalah Pemerintah, MUI, Kemenag, BPOM dan para 
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pelaku usaha juga masyarakat sebagai konsumen secara lebih intensif untuk 

melaksanakan UU JPH ini, selain itu juga sebaiknya Kemenag bekerja sama 

dengan Kementrian Koperasi dan UKM untuk pendataan secara lengkap jumlah 

pengusaha kecil, menengah dan Industri Rumah Tangga (IRT) di tingkat 

kabupaten/kota. Data tersebut akan berfungsi sebagai basis data pemerintah dalam 

penerapan UU JPH. 

Kemenag disarankan menyiapkan regulasi keringanan persyaratan pengajuan dan 

mekanisme pembebasan biaya untuk seluruh proses penerbitan sertifikasi halal 

bagi UKM/IRT di seleuruh Indonesia 

. 
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2018, pada jam 2.02 WIB) 

http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan-di-kalimantan-barat-
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan-di-kalimantan-barat-
http://presidenri.go.id/berita-aktual/potensi-besar-ukm-industri-makanan-minuman.html
http://presidenri.go.id/berita-aktual/potensi-besar-ukm-industri-makanan-minuman.html
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/06/060000326/sektor-makanan-di-jateng-didorong-bersertifikat-halal
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/06/060000326/sektor-makanan-di-jateng-didorong-bersertifikat-halal
https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia?mobile_site=true
https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia?mobile_site=true
https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-dan-bpjph-kemenag-ri-upayakan-peningkatan-kualitas-jaminan-produk-halal-bagi-masyarakat.html
https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-dan-bpjph-kemenag-ri-upayakan-peningkatan-kualitas-jaminan-produk-halal-bagi-masyarakat.html
https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-dan-bpjph-kemenag-ri-upayakan-peningkatan-kualitas-jaminan-produk-halal-bagi-masyarakat.html
http://m.hukumonline.com/talks/baca/lt559342c89140d/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal
http://m.hukumonline.com/talks/baca/lt559342c89140d/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal
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